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PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pusat dan Daerah, berdampak pada perubahan fundamental dalam hubungan tata
pemerintah dan hubungan keuangan sekaligus membawa perubahan penting
dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendapatan kinerja, yaitu suatu
sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output

dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan.

Menurut Indra (2006) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organisasi. Secara umum kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi
dalam periode tertentu. Ukuran kinerja suatu organisasi sangat penting, guna
evaluasi dan perencanaan masa depan. Beberapa jenis informasi yang digunakan
dalam pengendalian disiapkan dalam rangka menjamin bahwa pekerjaan yang
dilakukan telah dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan demikian mengukur

kinerja tidak hanya informasi keuangan tetapi juga informasi non keuangan.



Kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran
dan tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah
daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah
(Gusmal, 2007).

Salah satu alat yang digunakan manajemen dalam melakukan perencanaan dan
pengendalian jangka pendek dalam organisasi adalah anggaran. Anggaran
merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama
periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan
penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.
Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan suatu proses politik.
Dalam hal ini, anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana

publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik

(Mardiasmo, 2002:61).

Menurut Mulyadi (2001) anggaran merupakan rencana yang dinyatakan secara
kuantitatif, diukur dalam kesatuan moneter atau ukuran yang lain dalam jangka
waktu satu tahun. Anggaran merupakan bentuk rencana kegiatan dari pimpinan
sampai pada karyawan tingkat bawah. Anthony dan Govindarjan (2005)

medefinisikan anggaran sebagai suatu rencana dalam kuantitas yang dinyatakan

dalam satuan moneter dan mencakup satu periode.



